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ABSTRAK

KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP

KEMAMPUAN DAERAH

DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH

Studi Kasus Pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Andi Santyo Wibowo
Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta
2007

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli
Daerah; dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat kemampuan
daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Jenis penelitian ini adalah studi
kasus pada pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan, wawancara dan
dokumentasi. Teknik analisis data mengunakan analisis Angka Indeks Berantai,
perbandingan Pendapatan asli daerah terhadap Total Penerimaan Daerah,
perbandingan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan
Daerah, dan perbandingan Sumbangan atau Bantuan terhadap Total Penerimaan
Daerah.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perkembangan Pendapatan Asli
Daerah selama tahun 2001 sampai dengan 2005 selalu mengalami peningkatan,
berkisar antara 16% sampai dengan 55%. Tingkat Derajat Otonomi Fiskal
propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari rasio Pendapatan Asli Daerah
terhadap Total Penerimaan Daerah selama tahun 2001 sampai dengan 2005
berfluktuasi, berkisar antara 34,13% sampai dengan 57,42% dan berada dalam
kategori sedang atau pola hubungan partisipatif. Rasio Bagi Hasil Pajak dan
Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah selama tahun 2001 sampai
dengan 2005 berfluktuasi, sedangkan rasio Sumbangan dan Bantuan terhadap
Total Penerimaan Daerah mengalami penurunan.
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ABSTRACT

THE CONTRIBUTION OF REGIONAL ORIGINAL REVENUE
ON THE REGIONAL’SABILITY

IN IMPLEMENTING REGIONAL AUTONOMY
A case study of the government of Yogyakarta Special Province

Andi Santyo Wibowo
Sanata Dharma University

Yogyakarta
2007

This research intended to find out the development of regional original
revenue and its contribution to the regional’sability in implementing regional
autonomy. The kind of this research was case study at the government of
Yogyakarta Special Province. Data collection techniques used were library
research, interview and documentation method’s. The data analysis methods were
chain index analysis, comparison of regional original revenue to the regional total
income, comparison of tax and not tax revenue sharing fund to the regional total
income, and comparison of grant or aid gain to the regional total income.

The result of this study showed that the development of regional original
revenue during 2001 to 2005 was always increasing, it was about 16% to 55%.
The level of fiscal autonomy degree of the government of Yogyakarta special
province from the ratio of regional original revenue to the regional total income
during 2001 –2005 fluctuated around 34,13% to 57,42% and it was in medium
category or in participative relation model . During 2001 to 2005,the ratio tax and
not tax revenue sharing fund to the regional total fluctuated income, whereas the
grant or aid ratio to the regional total income decreased.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu

sistem ketertiban sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Sistem ini diperlukan tidak saja sebagai alat untuk melaksanakan berbagai

program pemerintah di daerah yang bersangkutan, tetapi juga sebagai alat bagi

masyarakat setempat agar dapat berperan dalam menentukan prioritas untuk

pembangunan daerahnya sendiri. Oleh karena itu pelaksanaan otonomi daerah

dipandang sangat perlu untuk diselenggarakan, dengan memberikan suatu

kewenangan pada daerah untuk mengatur dan memanfaatkan potensi daerah

tersebut.

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah secara efektif dan efisien sangat

tergantung kepada tersedianya sumber daya pendukungnya. Sumber daya ini

merupakan faktor yang sangat dominan dalam mempengaruhi pelaksanaan

otonomi daerah. Salah satu sumber daya bagi daerah tersebut adalah

Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah dan derajat otonomi fiskal merupakan tolak ukur

pelaksanaan otonomi daerah, dimana semakin banyak kebutuhan daerah dapat

dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah berarti semakin tinggi kualitas

otonomi suatu daerah dan semakin tinggi derajat otonomi fiskal

memperlihatkan kesiapan suatu daerah dalam berotonomi. Kontribusi
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Pendapatan Asli Daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah memiliki

peran yang sangat penting untuk mendukung proses otonomi daerah, karena

kemampuan suatu daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya dapat

dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian

pemerintah daerah didorong untuk lebih berupaya meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah baik dari sektor pajak, retribusi , dan penerimaan daerah lainnya.

Pembiayaan terhadap suatu kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

tugas otonomi daerah sebaiknya dialokasikan dengan mempertimbangkan

kapasitas fiskal. Dalam arti bahwa anggaran pengeluaran dalam anggaran

pendapatan dan belanja daerah tidak boleh melebihi anggaran penerimaan,

seperti yang diisyaratkan dalam Undang-undang No 33 Tahun 2004 pasal 67.

Dari sisi penerimaan, daerah dituntut untuk senantiasa mengoptimalkan

pencapaian target penerimaan Pendapatan Asli Daerah, disamping

memperoleh dana perimbangan yang sistem alokasinya ditetapkan sesuai

kebutuhan yang berlaku. Sedangkan dari sisi pengeluaran, daerah dituntut

untuk lebih meningkatkan efisiensi pengelolaan belanja daerah sesuai dengan

kebutuhan dan prioritas yang ada.

Disisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah

masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari dana perimbangan

pemerintah pusat. Oleh karena itu bersamaan dengan semakin sulitnya

keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka setiap

daerah dituntut harus dapat membiayai daerahnya melalui sumber-sumber

keuangan yang dikuasainya. Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk
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melihat bagaimana tingkat kemandirian propinsi Daerah istimewa Yogyakarta

setelah ditetapkannya otonomi daerah. Tingkat kemandirian daerah itu sendiri

dapat dilihat dari derajat otonomi fiskal serta kontribusi Pendapatan Asli

Daerah pada propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah

propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah otonomi daerah?

2. Bagaimanakah tingkat kemandirian pada Pemerintah propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta setelah otonomi daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah pada

Pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah otonomi daerah.

2. Untuk mengetahui Tingkat Kemandirian pada propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta setelah otonomi daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah

daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merencanakan serta

mengelola keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.
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2. Bagi Universitas

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah

referensi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah sektor publik.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang

kemampuan keuangan daerah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan

untuk menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah ke dalam praktik.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan

pengertian Pendapatan Asli Daerah, otonomi daerah,

penyelenggaraan pemerintahan daerah, derajat desentralisasi dan

kemandirian daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian,

subyek dan obyek penelitian, data yang diperlukan, teknik

pengumpulan data, dan teknik analisis data.
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BABIV : GAMBARAN UMUM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

Bab ini berisi tentang situasi dan kondisi Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta secara umum meliputi sejarah singkat berdirinya,

kondisi geografis, kependudukan, sumber daya alam,

perekonomian, sosial budaya, pariwisata, pemerintahan.

BAB V : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang diskripsi data, dan pembahasan hasil

penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis penelitian,

keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang diperlukan.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sumber Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004, pengertian Pendapatan

Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber

dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Devas (1989:

31) mengartikan Pendapatan Asli Daerah sebagai penerimaan dari

pungutan pajak daerah, pungutan jasa layanan, iuran dari penerimaan lain

dinas, laba dari perusahaan derah dan penerimaan pembangunan yang

digali atau dihasilkan oleh daerah. Menurut Ismanthono (2003: 124),

Pendapatan Asli Daerah merupakan keuangan daerah yang berasal dari

potensi daerah sendiri dan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah,

perusahaan daerah, dinas daerah, dan lain-lain usaha yang sah.

a. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004, sumber

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1) Pajak daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib

yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
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berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah

dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah seperti:

a) Pajak Hotel

b) Pajak Restaurant

c) Pajak Hiburan

d) Pajak Reklame

e) Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C

f) Pajak Penerangan Jalan

g) Pajak Air Bawah Tanah

Besarnya tarif yang berlaku untuk pajak kabupaten/ kota ditetapkan

dengan peraturan daerah (PERDA), namun tidak boleh tinggi dari

tarif maksimum yang telah ditentukan dalam undang-undang

tersebut, dengan adanya pemisahan jenis pajak yang dipungut oleh

kabupaten/ kota diharapkan tidak adanya pengenaan pajak

bergerak.

2) Retribusi

Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh orang atau

badan sebagai imbalan atas pemakaian atau manfaat yang

diperoleh secara langsung atas jasa pelayanan, pekerjaan,

pemakaian barang, atau ijin yang diberikan oleh pemerintah.

Sedangkan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi,
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adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan ( PP No 66 Th 2001).Golongan Retribusi menurut Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No 66 Th 2001 meliputi:

a) Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan

kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh

orang pribadi atau badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum

adalah:

i Retribusi Pelayanan Kesehatan.

ii Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

iii Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk

dan Akte Catatan Sipil.

iv Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

v Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

vi Retribusi Pelayanan Pasar.

vii Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

viii Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

ix Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

x Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

b) Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan

oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial
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karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

i Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ii Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan.

iii Retribusi Tempat Pelelangan.

iv Retribusi Terminal.

v Retribusi Tempat Khusus Parkir.

vi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

vii Retribusi Penyedotan Kakus.

viii Retribusi Rumah Potong Hewan.

ix Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.

x Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

xi Retribusi Penyeberangan di Atas Air.

xii Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

xiii Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c) Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan

tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin

kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,

barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
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i Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

ii Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

iii Retribusi Izin Gangguan.

iv Retribusi Izin Trayek.

3) Bagian Laba Usaha Daerah

Bagian Laba Usaha Daerah merupakan penerimaan yang berasal

dari hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan.

4) Pendapatan Dinas

Pendapatan Dinas adalah penerimaan daerah dari dinas-dinas yang

tidak merupakan penerimaan dari retribusi dan pajak daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada

daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka otonomi

daerah.Dana Perimbangan terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil, yaitu bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),

dan penerimaan dari sumber daya alam, yaitu penerimaan negara yang

berasal dari pengelolaan sumber daya alam antara lain dibidang

pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas bumi, kehutanan

dan perikanan.
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b. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai

kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, yang dialokasikan kepada daerah

untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.

3. Pinjaman Daerah

a. Pinjaman dari dalam negeri

b. Pinjaman dari luar negeri

4. Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Lain-lain penerimaan daerah yang sah antara lain hibah atau penerimaan

dari daerah propinsi atau daerah kabupaten/ kota lainnya, dan penerimaan

lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah

kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom
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yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas

daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam

ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan

hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakan prakarsa, dan

peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah

secara optimal dan terpadu secara luas, nyata, dan bertanggung jawab

sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban

pemerintah pusat, dan campur tangan daerah yang akan memberikan peluang

untuk koordinasi tingkat lokal. Menurut Rasyid (1998: 140), otonomi daerah

adalah hak, wewenang dam kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan pemerintahan

dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasanya, sesuai dengan

keberadaan, kemempuan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

1. Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai

prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, yaitu:

a. Otonomi luas berarti keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan

pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang

pemerintahan kecuali kewenangan dibidang politik, luar negri,

pertahanan, keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama serta
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kewenangan di bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan

pemerintah.

b. Nyata berarti keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan

kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan

diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.

c. Otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan

pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan

kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang

harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi,

berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang

semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan

pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan

daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

2. Sedangkan prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan

pedoman dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah:

a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan

aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan

keanekaragaman daerah.

b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata

dan bertanggung jawab.
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c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada

daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah propinsi

merupakan otonomi yang terbatas.

d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara

sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

serta antar daerah.

e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian

daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah

kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-

kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti

badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan

industri, kawasan perkebunan, kawasan perkotaan baru, kawasan

pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah

otonom.

f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan

fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi

pengawas maupun fungsi anggaran atau penyelenggaraan pemerintah

daerah.

g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam

kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan

kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur

sebagai wakil pemerintah.
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h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari

pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah

kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana,

serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan

dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

3. Langkah Kebijakan Desentralisasi (Rasyid, 1998: 144)

a. Di bidang keuangan, diperlukan suatu garis kebijakan yang lebih

progresif untuk mengalokasikan lebih banyak bantuan pembangunan

yang bersifat block grant daripada yang bersifat specific grant.

b. Di bidang perencanaan pembangunan, perlu diberi kewenangan lebih

besar kepada Bappeda untuk menyusun rencana-rencana pembangunan

yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

c. Di bidang organisasi pemerintahan, diperlukan suatu kajian yang

lengkap tentang efektivitas keberadaan lembaga-lembaga pusat dan

daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap penyelenggaraan

pembangunan daerah.

d. Di bidang kepegawaian, berbagai kebijakan baru perlu dilancarkan.

Pengecilan organisasi pusat dan pembesaran organisasi daerah sebagai

konsekuensi dari kebijakan desentralisasi yang lebih progresif, sesuai

dengan apa yang direkomendasikan pada butir 3 di atas, memerlukan

relokasi personil secara proporsional.
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C. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip penyelenggaraan

pemerintah daerah:

1. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh

Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada

gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat daerah.

Sedangkan asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah

kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas

tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber-

sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan

mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang

dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota.

3. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah propinsi,

daerah kabupaten, daerah kota dan daerah desa.
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D. Derajat Desentralisasi dan Tingkat Kemandirian Daerah

Menurut Halim (2004: 187), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan

otonomi adalah:

a. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki

kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan,

mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan.

b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh

karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung

oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah

pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam

membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat

kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat

diukur melalui kinerja keuangan daerah. Dalam mengukur kinerja keuangan

daerah dapat digunakan derajat otonomi fiskal antara pemerintah pusat dan

daerah. Menurut Reksohadiprodjo (2000: 155) derajat otonomi fiskal daerah

dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

PAD
a. DOF = x 100 %

TPD
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BHP
b. DOP = x 100 %

TPD

B
c. DOB = x 100%

TPD

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Penerimaan Daerah

BHP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

B = Subsidi atau Bantuan yang diterima Pemda

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

DOP = Derajat Otonomi Perpajakan

DOB = Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan derajat

otonomi fiskal menurut Halim (2004: 188 - 189) dapat dibedakan menjadi

empat macam klasifikasi daerah yaitu :

1. Apabila tingkat kemandirian antara 0% - 25%. Daerah yang kurang atau

tidak mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang

dipergunakan adalah pola hubungan instruktif dimana pemerintah pusat

lebih banyak memberikan pengarahan kepada pemerintah daerah.

2. Apabila tingkat kemandirian antara 25,1% - 50%. Daerah yang sedikit

mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang

dipergunakan adalah pola hubungan konsultatif yaitu sudah mulai
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berkurangnya pengarahan atau campur tangan pemerintah pusat karena

kemampuan daerah meningkat.

3. Apabila tingkat kemandirian antara 50,1% - 75%. Daerah yang mendekati

mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang

dipergunakan adalah pola hubungan partisipatif, dimana pemerintah pusat

semakin berkurang dalam memberi pengarahan mengingat pemerintah

daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah lebih tinggi.

4. Apabila tingkat kemandirian antara 75,1% - 100%. Daerah yang tergolong

mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang

dipergunakan adalah pola hubungan delegatif, dimana pemerintah pusat

sudah mengurangi atau meniadakan campur tangan dalam mengurus

urusan otonominya karena pemerintah daerah yang bersangkutan benar-

benar telah matang dan mampu untuk mandiri.

E. Review Penelitian Sebelumnya

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengukur tingkat kemandirian

daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sebagian besar peneliti

menjabarkan mengenai kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah serta

perkembangan dari Pendapatan Asli Daerah. Karena dengan mengetahui

Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat diketahui tingkat keuangan yang

dimiliki oleh daerah otonom, serta kinerja dari pemerintah daerah.

Sribejani (2002) melakukan penelitian mengenai perbandingan PAD

terhadap APBD untuk tahun anggaran 1996/ 1997 sampai dengan tahun
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anggaran 2000. penelitian dilakukan pada Kabupaten Sleman. Teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara,

dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahakan

masalah yaitu dengan teknik analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.

Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung kontribusi (peran) PAD

dalam APBD, yaitu dengan cara membandingkan antara anggaran PAD dalam

APBD dengan realisasi penerimaan PAD. Analisis kualitatif digunakan untuk

mengetahui upaya-upaya peningkatan penerimaan PAD dan prediksi

penerimaan PAD untuk tahun kedepan, yaitu dengan menggunakan metode

persamaan trend dan menghitung setiap komponen dari PAD. Hasil penelitan

menunjukan bahwa selama 5 periode terakhir kontribusi PAD masih rendah

yaitu 15% sampai dengan 16%, sehingga dianggap belum dapat diandalkan

sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan dari

perkembangan PAD selama 5 periode terakhir mengalami kenaikan dan

penurunan penerimaan PAD sehingga terjadi elastisitas penerimaan PAD.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian

Sribejani terletak pada periode penelitian. Penulis melakukan penelitian pada

saat pelaksanaan otonomi daerah, sedangkan Sribejani melakukan penelitan

sebelum otonomi daerah dilaksanakan. Perbedaan lain terletak pada

perhitungan perkembangan PAD, penulis hanya menghitung PAD secara total

dengan menggunakan teknik analisis metode angka indeks. Sedangkan

Sribejani menghitung perkembangan setiap komponen dari PAD dan

memprediksi untuk tahun kedepan dengan menggunakan metode trend. Selain
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hal tersebut perbedaan terletak pada teknik analisis data yang digunakan

untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah otonom. Penulis menggunakan

derajat otonomi fiskal dengan menghitung derajat otonomi fiskal, derajat

otonomi perpajakan, dan derajat otonomi sumbangan dan bantuan kemudian

dibandingkan dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Sribejani hanya menghitung

dengan indikator prosentase tingkat kemandirian daerah sebesar 50%. Apabila

tingkat kontribusi PAD lebih dari 50% maka dianggap cukup untuk

melaksanakan otonomi daerah, namun apabila tingkat kontribusi kurang dari

50% maka dianggap tidak cukup untuk melaksanakan otonomi daerah.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan berupa studi kasus. Studi kasus adalah penelitian

terhadap suatu objek tertentu, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kasus pada pemerintah propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini bersifat non general

dan hanya mencakup pada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Waktu dan tempat penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada pemerintahan propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November

sampai dengan Desember 2006.

C. Obyek dan Subyek Penelitian

1. Obyek penelitian adalah data Total Pendapatan Daerah dari Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun 2001–2005.

2. Subyek penelitian adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta.
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D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi

secara langsung dari bagian-bagian yang berwenang atau sumber yang

bersangkutan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

2. Observasi yaitu pengumpulan data dengan melalui pengamatan langsung

terhadap obyek dan keadaan yang diteliti serta kegiatan-kegiatan yang

dilakukan.

3. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan melihat objek yang

akan diteliti.

4. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan

data sekunder yang mendukung penelitian dengan cara mengumpulkan

dan mempelajari bahan-bahan dari literatur.

E. Teknik analisis data

1. Rumusan masalah yang pertama dijawab dengan menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut:

a. Menentukan realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran

Pendapatan Asli Daerah.

b. Menentukan tahun dasar dari Pendapatan Asli Daerah yang akan

dihitung, yang digunakan sebagai dasar perbandingan untuk tahun

berikutnya.

c. Menghitung perkembangan Pendapatan Asli Daerah dengan

menggunakan analisis Angka Indeks Berantai (Chain’s Index). Dengan 
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Indeks Berantai ini dapat diketahui perkembangan variabel dari waktu

ke waktu yang berurutan misalnya perkembangan dari tahun ke tahun

(Umar, 1998: 138). Pada Indeks berantai kenaikan harga ini

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga kenaikan nilai

setiap tahun dapat diketahui (Budiyuwono, 1999: 193-194). Angka

Indeks ini dinyatakan dalam rumus:

Vn
Vn,n-1 = x100%

Vn - 1
Dimana :

Vn,n-1 = Angka Indeks Berantai tahun n dengan tahun dasar n - 1

 = Jumlah

Vn-1 = Nilai realisasi PAD tahun sebelumnya

Vn = Nilai realisasi PAD pada tahun berjalan

2. Rumusan masalah yang kedua dijawab dengan menggunakan langkah–

langkah sebagai berikut :

a. Menentukan realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran

Pendapatan Asli Daerah.

b. Menghitung Derajat Otonomi Fiskal, yang berguna untuk mengukur

tingkat kemampuan keuangan daerah.

Menurut Reksohadiprodjo (2000: 155) Derajat Otonomi Fiskal Daerah

dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

PAD
1) DOF = x 100 %

TPD
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BHP
2) DOP = x 100 %

TPD

B
3) DOB = x 100%

TPD
Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Penerimaan Daerah

BHP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

B = Subsidi atau Bantuan yang diterima Pemda

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

DOP = Derajat Otonomi Perpajakan

DOB = Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan

c. Setelah diketahui derajat otonomi fiskal, kemudian hasil di

bandingkan dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Sehingga dapat diketahui tingkat kemandirian

daerah tersebut dengan melihat tabel pola hubungan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan Derajat Otonomi

Fiskal.

TABEL II.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemandirian (%)

(DOF)

Kemampuan

Daerah

Pola Hubungan

0 –25 Rendah sekali Instruktif

25,1–50 Rendah Konsultatif

50,1– 75 Sedang Partisipatif

75,1–100 Tinggi Delegatif

Sumber : Halim , 2004 : 189
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1) Apabila tingkat kemandirian antara 0% - 25%. Daerah yang

kurang atau tidak mampu melaksanakan urusan otonominya,

pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan

instruktif dimana pemerintah pusat lebih banyak memberikan

pengarahan kepada pemerintah daerah.

2) Apabila tingkat kemandirian antara 25,1% - 50%. Daerah yang

sedikit mampu melaksanakan urusan otonominya, pola

hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan konsultatif

yaitu sudah mulai berkurangnya pengarahan atau campur

tangan pemerintah pusat karena kemampuan daerah meningkat.

3) Apabila tingkat kemandirian antara 50,1% - 75%. Daerah yang

mendekati mampu melaksanakan urusan otonominya, pola

hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan

partisipatif, dimana pemerintah pusat semakin berkurang dalam

memberi pengarahan mengingat pemerintah daerah yang

bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah lebih tinggi.

4) Apabila tingkat kemandirian antara 75,1% - 100%. Daerah

yang tergolong mampu melaksanakan urusan otonominya, pola

hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan delegatif,

dimana pemerintah pusat sudah mengurangi atau meniadakan

campur tangan dalam mengurus urusan otonominya karena

pemerintah daerah yang bersangkutan benar-benar telah

matang dan mampu untuk mandiri.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM

PEMERINTAH DAERAH PROPINSI D.I YOGYAKARTA

A. Sejarah Singkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, DIY adalah

sebuah daerah otonomi setingkat propinsi yang beribukota di Yogyakarta,

sebuah kota yang kaya predikat, baik berasal dari sejarah maupun potensi

yang ada, seperti sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan

kota pariwisata. Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta

(bahasa Jawa) adalah nama yang diberikan Paku Buwono II (raja Mataram

tahun 1719-1727) sebagai pengganti nama pesanggrahan Gartitawati.

Yogyakarta berarti Yogya yang kerta, Yogya yang makmur, sedangkan

Ngayogyakarta Hadiningrat berarti Yogya yang makmur dan yang paling

utama.

Sumber lain mengatakan, nama Yogyakarta diambil dari nama (ibu) kota

Sanskrit Ayodhya dalam epos Ramayana. Dalam penggunaannya sehari-hari,

Yogyakarta lazim diucapkan Jogja(karta) atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa).

Sebutan kota perjuangan untuk kota ini berkenaan dengan peran Yogyakarta

dalam konstelasi perjuangan bangsa Indonesia pada jaman kolonial Belanda,

jaman penjajahan Jepang, maupun pada jaman perjuangan kemerdekaan.

Yogyakarta pernah menjadi pusat kerajaan, baik Kerajaan Mataram (Islam),

Kesultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman. Sebutan kota
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kebudayaan untuk kota ini berkaitan erat dengan peninggalan-peninggalan

budaya bernilai tinggi semasa kerajaan-kerajaan tersebut yang sampai kini

masih tetap lestari.

B. Kondisi Geografis

1. Geografi

Menurut sumber BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005,

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian tengah selatan

Pulau Jawa. Secara astronomis terletak pada 733’ Lintang Selatan  - 8

12’ Lintang Selatan dan 11000’ Bujur Timur  – 11050’ Bujur Timur.

Batas administratif Daerah Istimewa Yogyakarta dibagian selatan dibatasi

oleh Lautan Indonesia sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat dan

barat laut dibatasi oleh propinsi Jawa Tengah yang meliputi:

Kabupaten Klaten disebelah timur laut.

Kabupaten Wonogiri di sebelah tenggara.

Kabupaten Purworejo di sebelah barat.

Kabupaten Magelang di sebelah barat laut.

2. Luas Wilayah

Luas keseluruhan wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut

BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005 sekitar 3.185,80

Km2, yang terbagi dalam lima wilayah administratif daerah tingkat II

yaitu:

a. Kotamadia Yogyakarta, dengan luas 32,50 km2 (1,02 %)
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b. Kabupaten Bantul terdiri, dengan luas 506,85 km2 (15,91 %)

c. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 585,27 km2 (18,40 %)

d. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km2 (46,63 %)

e. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km2 (18,04 %)

3. Fisiografis

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, secara

fisiografis dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan wilayah, yaitu :

a. Satuan fisiografi Gunung Api Merapi yang terbentang mulai dari

kerucut gunung api hingga dataran fluvial gunung api yang meliputi

daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian Kabupaten

Bantul termasuk bentang lahan vulkanik. Daerah kerucut dan lereng

gunung api merupakan daerah hutan lindung dan sebagai kawasan

resapan air daerah bawahan. Satuan wilayah ini terletak pada zone

utara di Kabupaten Sleman. Gunung Merapi yang mempunyai

karakteristik khusus, menjadi daya tarik untuk dapat dijadikan sebagai

obyek studi kegunungapian dan pariwisata. Namun demikian, kawasan

ini rawan bencana alam.

b. Satuan Pegunungan Selatan yang terletak di Kabupaten Gunungkidul,

atau dikenal sebagai Pegunungan Seribu merupakan wilayah

perbukitan batu gamping (limestone) yang kritis, tandus dan selalu

kekurangan air dengan bagian tengah terdapat dataran (Wonosari

Basin). Wilayah ini merupakan bentang lahan solusional, dengan
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bahan batuan induk batu gamping, mempunyai karakteristik lapisan

tanahnya dangkal dan vegetasi penutupnya relatif jarang.

c. Satuan Pegunungan Kulon Progo, yang terletak di Kabupaten Kulon

Progo bagian utara merupakan bentang lahan struktural denudasional

dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang

curam dan potensi air tanahnya kecil.

d. Satuan Dataran Rendah merupakan bentang lahan fluvial yang

didominasi oleh dataran aluvial, membentang di bagian selatan Daerah

Istimewa Yogyakarta mulai dari Kabupaten Kulon Progo sampai

dengan Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu.

Wilayah ini merupakan daerah yang subur. Bentang lahan lainnya

yang belum didayagunakan secara optimal adalah bentang lahan marin

dan eolin yang merupakan satuan wilayah pantai, yang terbentang dari

Kulon Progo sampai Bantul. Khusus di Parangtritis Bantul yang

terkenal dengan gumuk pasir menjadi laboratorium alam studi

geografi.

C. Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005

jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat 3.281.800 jiwa,

dengan persentase jumlah penduduk perempuan 50,78 persen dan

penduduk laki-laki 49,22 persen. Menurut daerah, persentase penduduk



31

kota mencapai 59,11 persen dan penduduk desa mencapai 40,89 persen.

Pertumbuhan penduduk pada tahun 2005 adalah 1,88 persen, relatif lebih

tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya.

Kepadatan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 1.030 jiwa

per km2. Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yakni 12.939

jiwa per km2. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul memiliki kepadatan

penduduk terendah yang dihuni rata-rata 468 jiwa per km2.

Komposisi kelompok umur penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta

didominasi oleh kelompok usia dewasa yaitu umur 20-24 tahun sebesar

10,53 persen dan kelompok umur lanjut usia yaitu umur 60 tahun ke atas

sebesar 13,65 persen. Besarnya proporsi mereka yang berusia lanjut

mengisyaratkan tingginya usia harapan hidup penduduk Daerah Istimewa

Yogyakarta.

2. Angkatan Kerja

Berdasarkan BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, persentase

penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta umur 15 tahun ke atas menurut

kegiatan adalah 71,95 persen merupakan angkatan kerja. ( 68,31 persen

bekerja dan 3,63 persen pengangguran ), sedangkan sisanya sebesar 28,05

persen merupakan bukan angkatan kerja ( sekolah 12,45 persen, mengurus

rumahtangga 11,06 persen, dan lain-lainnya 4,55 persen ). Sedangkan

berdasarkan lapangan usaha utama, penduduk yang bekerja bergerak pada

sektor pertanian 36,09 persen, perdagangan 24,26 persen, jasa 14,04
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persen, industri 13,67 persen persen dan sisanya 11,49 persen di sektor-

sektor lainnya.

D. Sumber Daya Alam

1. Sumberdaya Air

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, potensi

sumberdaya air yang cukup besar terletak di zona tengah, baik berupa air

tanah maupun air permukaan. Besarnya potensi air permukaan ditunjukkan

dengan adanya tiga sungai besar yang mengalir di wilayah DIY, yaitu

sungai Progo, Opak dan Oyo. Sedangkan potesi sumberdaya air di zona

timur berupa sungai bawah tanah yang banyak dijumpai di Gunungkidul

namun belum maksimal pemanfaatannya. Sementara di zona barat terdapat

waduk Sermo yang telah dimanfaatkan untuk persediaan air minum dan

pertanian.

Keberadaan sumberdaya air tersebut dipengaruhi oleh curah hujan tahunan

yang berkisar antara 1.500 mm sampai dengan 2.400 mm. Dengan curah

hujan bulanan terkering sebesar 23,20 mm dan terbasah 546 mm.

2. Bahan Mineral dan Bahan Galian

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, potensi

sumberdaya alam yang terbesar adalah bahan galian golongan C, seperti

pasir, kerikil, batu, batu gamping, kalsit, kaolin, dan zeolit serta breksi

batu apung. Namun demikian penggunaan yang berlebihan akan merusak

lingkungan. Sedangkan bahan galian golongan A berupa batu bara sangat
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terbatas jumlahnya, begitu pula untuk bahan galian golongan B berupa

Pasir Besi (Fe), Mangan (Mn), Barit (Ba) dan Emas (Au) terdapat di

kabupaten Kulon Progo dengan jumlah terbatas.

3. Pantai dan Kelautan

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, lahan

pesisir di Propinsi DIY seluas + 8.250 Ha yang membujur dari barat

sampai ke timur dari kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul,

berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dalam arti luas

dan pengembangan pariwisata. Dari luas lahan di atas, 650 Ha berpotensi

untuk dikembangkan sebagai lahan budidaya tambak udang/ikan.

Sedangkan potensi perikanan laut di pantai selatan sepanjang 110 km baru

dapat dimanfaatkan + 7 % per tahun yang dieksploitasi dengan peralatan

yang sederhana.

E. Perekonomian

1. Ekspor dan Impor

Perkembangan transaksi ekspor dan impor menunjukkan dinamika

perekonomian suatu wilayah / negara dalam konteks hubungan antar

wilayah / negara. Aktivitas ini juga mengisyaratkan kemampuan daya

saing produk-produk suatu negara dalam perdagangan global.

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005 dengan

berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah
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Istimewa Yogyakarta mencatat nilai ekspor daerah tahun 2005 mencapai

US$ 143,471 juta naik sebesar US$ 122,271 juta.

2. Komoditas Unggulan Daerah

Berdasarkan BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005,

komoditas unggulan daerah yang mendukung keberhasilan pembangunan

di daerah adalah meliputi komoditas pertanian dalam arti luas, komoditas

industri, komoditas pariwisata budaya dan sejarah serta komoditas

pendidikan, seni dan budaya.

3. Pertanian

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005,

penggunaan lahan untuk pertanian secara umum dapat dikelompokkan

menjadi lahan sawah seluas 59.729 ha, lahan pekarangan 86.725 ha,

tegalan seluas 109.432 ha, hutan 17.060 ha. Penggunaan lahan sawah yang

didasarkan pada jenis pengairan meliputi pengairan teknis seluas 18.547

ha, irigasi setengah teknis 23.729 ha, irigasi sederhana seluas 6.907 ha,

irigasi desa seluas 1.786 ha serta sawah tadah hujan seluas 8.760 ha.

Potensi perikanan darat meliputi kolam seluas 4.630,2 ha, sawah seluas

10.365,6 ha, perairan umum seluas 3.133,5 ha, sedangkan perikanan laut

di pantai selatan sepanjang 110 km dengan pantai berpasir seluas 650 ha

berpotensi untuk dikembangkan tambak permanen maupun pembenihan

(hatchery). Potensi peternakan, antara lain luasan tegal sebesar 34,35 %

dari luas keseluruhan sebagai potensi untuk pengusahaan hijauan makanan

ternak. Komoditas tanaman pangan yang dominan dari sisi produksi
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adalah padi, ubi kayu, jagung, kacang tanah, dan buah-buahan, sedangkan

tanaman perkebunan meliputi kelapa, kopi, kakao dan jambu mete,

tanaman kehutanan yang dominan adalah minyak kayu putih dan kayu

pertukangan. Dari subsektor peternakan produk dominan adalah daging,

telur dan susu, sedangkan produk dominan dari subsektor perikanan

meliputi ikan air tawar, benih ikan/ udang dan ikan hias.

4. Industri Kecil dan Menengah

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, industri

kecil dan kerajinan di Yogyakarta mempunyai keunggulan komparatif

karena mampu menyerap tenaga kerja dan memanfaatkan sumberdaya

alam setempat, serta mempunyai keunggulan kompetitif yang didukung

oleh sumberdaya manusia yang potensial, institusi yang ada baik dari

Perguruan Tinggi maupun dari Balai Penelitian dan Pengembangan

(Litbang), sehingga secara sinergi mendukung pariwisata dan perdagangan

daerah. Beberapa sentra industri telah menjadi desa wisata dan desa

kerajinan seperti Desa Kasongan Bantul (kerajinan gerabah), Desa Pucung

Bantul (kerajinan kayu primitif), Desa Pundong Bantul (kerajinan

gerabah), Desa Manding Bantul (kerajinan kulit), Desa Putat Gunungkidul

(kerajinan topeng), Desa Sendari Sleman (kerajinan bambu), Tirtodipuran

Yogyakarta (kerajinan batik). Komoditas ekspor unggulan DIY antara lain

tekstil dan produk tekstil, mebel kayu dan kerajinan kayu, kulit dan produk

kulit, gerabah/keramik, jamur dalam kaleng, kerajinan besi dan kerajinan

perak.
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F. Sosial Budaya

1. Agama

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005 dari

sekitar 3.464.198 orang pemeluk agama, agama Islam merupakan agama

yang dominan dipeluk yakni mencapai 91,21 persen. Kemudian agama

Katholik 5,58 persen, Kristen 2,84 persen, Hindu 0,19 persen, dan Budha

0,17 persen. Jumlah tempat peribadatan yang tersebar di Daerah Istimewa

Yogyakarta juga didominasi oleh tempat ibadah umat Islam berupa

Masjid, Mushola dan Langgar yang tercatat sebanyak 96,39 persen.

Kemudian rumah ibadah Kristen dan Katholik masing-masing 1,92 persen

dan 1,27 persen serta tempat ibadat umat Hindu dan Budha masing-masing

0,20 persen dan 0,22 persen.

2. Kebudayaan

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005,

karakteristik umum masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, yang

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adalah tabah, sederhana dan

hemat, berani mawas diri, gotong royong dalam kebersamaan, tenggang

rasa dan memiliki jiwa patriotisme, serta dapat menyesuaikan terhadap

sesama, merupakan sikap mental yang perlu diupayakan kelestariannya. Di

samping itu Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki seni budaya yang

adiluhung dan berbagai peninggalan budaya masa lalu yang mempunyai

nilai tinggi, serta menjadi tempat bertemunya berbagai macam budaya
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yang dibawa oleh para pendatang, yang justru diharapkan akan

memperkuat budaya bangsa Indonesia.

3. Pendidikan

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, tingkat

pendidikan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta pada jenjang

Sekolah Dasar ( SD ), pada tahun 2005 memiliki 2.165 sekolah dengan

jumlah murid sebanyak 308.138 anak dan diasuh oleh 22.543 guru. Untuk

jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni SLTP tercatat sebanyak 504

sekolah dengan 145.970 anak didik yang diasuh oleh 13.690 orang guru.

Untuk jenjang Sekolah Menengah Umum, tercatat sebanyak 7.284 orang

guru yang mengajar 64.930 siswa yang tersebar pada 215 sekolah. Untuk

tingkat sekolah Menengah Kejuruan terdapat 167 unit sekolah dengan

56.904 siswa yang diajar oleh 6.371 orang guru.

Pada Jenjang perguruan tinggi negri, propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta memilki 6 perguruan tinggi negri dengan jumlah mahasiswa

keseluruhan sebanyak 83.350 orang yang diajar 4.132 dosen tetap.Untuk

perguruan tinggi swasta tercatat sebanyak 116 institusi dengn rincian

47,41 persen akademi, 27,59 persen sekolah tinggi, 15,52 persen

universitas serta masing-masing 6,03 persen politeknik dan 3,45 persen

institut yang diajar oleh 10.269 orang dosen. Jumlah mahasiswa yang

mendaftar pada PTS tahun 2005 sebanyak 98.267 orang dan diterima

sebanyak 40.610 orang.



38

4. Kesehatan

Derajat kesehatan dan gizi masyarakat telah menunjukkan peningkatan,

hal ini terlihat adanya perbaikan beberapa indikator kesehatan, antara lain

menurunnya angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian

ibu melahirkan, meningkatnya status gizi dan menurunnya angka kesakitan

serta meningkatnya usia harapan hidup. Menurut BPS propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta tahun 2005, sarana kesehatan yang tersedia di

Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 42 rumah sakit, 47 rumah bersalin,

91 poliklinik / balai pengobatan dan 560 puskesmas.

G. Pariwisata

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, obyek wisata

di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta digolongkan dalam tiga kategori :

1. Obyek Wisata Alam, yang berupa obyek wisata pantai, pegunungan, dan

goa,

2. Obyek Wisata Sejarah, yang berupa peninggalan sejarah kerajaan,

petilasan, pemakaman, candi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Kraton

Yogyakarta, Tamansari (Water Castle), Makam Imogiri (makam raja-raja

Mataram), Candi Prambanan, Candi Kalasan, Petilasan Ratu Boko, dan

lain-lain.

3. Obyek Wisata Budaya, yaitu berupa obyek budaya publik yang sampai

kini masih terpelihara, baik yang berujud kesenian maupun adat istiadat,
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seperti Sendratari Ramayana, Wayang Kulit, Wayang Golek, Sekaten,

Grebeg Maulud, Grebeg Syawal, Grebeg Besar.

H. Pemerintahan

1. Pemerintahan Daerah

Menurut BPS propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005,

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah ( DPRD ). Kepala Daerah bertanggungjawab sebagai eksekutif dan

DPRD bertanggungjawab sebagai legislatif. Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta sebagai Daerah Tingkat I dikepalai oleh seorang Gubernur

Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, terdapat tiga organisasi

perangkat staf pemerintah daerah, yaitu : Sekretaris Daerah (Setda) dan

Lembaga Teknis Daerah seperti Dinas-Dinas, Badan-badan, dan Kantor-

kantor.

a. Setda membawahi empat asisten yaitu :

1) Asisten Ketataprajaan ( Asisten Sekwilda I ).

2) Asisten Administrasi Pembaangunan ( Asisten Sekwilda II ).

3) Asisten Kesejahteraan Sosial ( Asisten Sekwilda III ).

4) Asisten Administrasi ( Asisten Sekwilda IV ).

Empat Asisten Tersebut membawahi lima Biro :

a) Biro Tata Pemerintahan.

b) Biro Hukum.

c) Biro Kerjasama.
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d) Biro Organisasi.

e) Biro Kepegawaian.

Daerah Tingkat I Propinsi D.I. Yogyakarta terdiri dari 4 kabupaten dan 1

kota dengan 75 kecamatan dan 438 kelurahan/ desa yaitu :

a. Kabupaten Kulonprogo terdiri dari 12 kecamatan dan 88 kelurahan/

desa.

b. Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan dan 75 kelurahan/ desa.

c. Kabupaten Gunung Kidul terdiri dari 15 kecamatan dan 144 kelurahan/

desa.

d. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan dan 86 kelurahan/ desa.

e. Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan/ desa.
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BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Sebagai bagian pembangunan nasional, pembangunan daerah ditujukan untuk

meningkatkan tingkat kesejahteraan dan tingkat kehidupan masyarakat yang lebih

baik. Dalam melaksanakan tujuan tersebut pemerintah daerah dituntut untuk dapat

menggali sendiri sumber-sumber penerimaan daerah. Salah satu penerimaan

daerah yang dinilai cukup memberikan kontribusi bagi keuangan daerah adalah

Pendapatan Asli Daerah.

Periode yang diteliti adalah tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Dari hasil data

yang diperoleh maka dapat diketahui perkembangan dari Pendapatan Asli Daerah

serta tingkat kemampuan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

melaksanakan otonomi daerah.

A. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan tahun 2005

Tabel V.1
Data realisasi PAD

Tahun 2001 sampai dengan tahun 2005
( dalam rupiah )

Tahun Realisasi PAD

2001 142.323.367.463,21

2002 219.923.366.347,71

2003 272.129.778.875,53

2004 347.404.225.165

2005 401.490.388.085,11

Sumber: BPKD Prop DIY, data diolah penulis
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Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2001 –2005 digunakan rumus :

1. Angka Indeks Berantai (chain Index)

Vn
Vn,n-1 = x100%

Vn-1

Dimana :

Vn,n-1 = Angka Indeks Berantai tahun n dengan tahun dasar n - 1

 = Jumlah

Vn-1 = Nilai realisasi PAD tahun sebelumnya

Vn = Nilai realisasi PAD pada tahun berjalan

a. Indeks PAD tahun 2002, tahun dasar 2001.

Vn
Vn,n-1 = x100%

Vn-1

219.923.366.347,71
= x100%

142.323.367.463,21

= 154, 52 %

= 155 % ( dibulatkan )

b. Indeks PAD tahun 2003, tahun dasar 2002.

Vn
Vn,n-1 = x100%

Vn-1

272.129.778.875,53
= x100%

219.923.366.347,71

= 123, 73 %
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= 124 % ( dibulatkan )

c. Indeks PAD tahun 2004, tahun dasar 2003.

Vn
Vn,n-1 = x100%

Vn-1

347.404.225.165
= x100%

272.129.778.875,53

= 127, 66 %

= 128 % ( dibulatkan )

d. Indeks PAD tahun 2005, tahun dasar 2004.

Vn
Vn,n-1 = x100%

Vn-1

401.490.388.085,11
= x100%

347.404.225.165

= 115, 56 %

= 116 % ( dibulatkan )

Tabel V.2
Perkembangan PAD
Tahun 2001 - 2005

Dengan Angka Indeks Berantai

Tahun Angka Indeks PAD

2001 -

2002 155

2003 124

2004 128

2005 116
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Dari tabel dapat diketahuai bahwa hampir setiap tahunnya PAD di propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan. Sehingga perkembangan PAD

propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2001 sampai

dengan tahun 2005, berkisar antara 16% sampai dengan 55%.

1) Pada tahun 2001, PAD propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum

mengalami kenaikan karena tahun 2001 merupakan periode awal tahun

penghitungan.

2) Pada tahun 2002, PAD propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami

kenaikan sebesar 55% dari 100% pada tahun 2001 menjadi sebesar 155% pada

tahun 2002.

3) Pada tahun 2003, PAD propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami

kenaikan sebesar 24% dari 100% pada tahun 2002 menjadi sebesar 124% pada

tahun 2003.

4) Pada tahun 2004, PAD propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami

kenaikan sebesar 28% dari 100% pada tahun 2003 menjadi sebesar 128% pada

tahun 2004.

5) Pada tahun 2005, PAD propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami

kenaikan sebesar 16% dari 100% pada tahun 2001 menjadi sebesar 116% pada

tahun 2005.
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B. Tingkat Kemampuan Daerah

1. Derajat Otonomi Fiskal Daerah

Kemampuan keuangan daerah diukur secara langsung oleh Derajat

Otonomi Fiskal. Jika Derajat Otonomi Fiskal tinggi atau tingkat

kemandirian berkisar antara 75% - 100%, maka kemampuan keuangan

daerah tersebut dapat dikatakan baik.

Untuk menentukan derajat otonomi fiskal digunakan rumus sebagai

berikut:

PAD
DOF = x 100 %

TPD

Dimana :

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Penerimaan Daerah

a. Derajat Otonomi Fiskal tahun 2001

PAD
DOF = x 100 %

TPD

142.323.367.463, 21
= x 100 %

416.895.925.865, 88

= 34, 13 %

b. Derajat Otonomi Fiskal tahun 2001

PAD
DOF = x 100 %

TPD
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219.923.366.347, 71
= x 100 %

526.204.956.149, 61

= 41, 79 %

c. Derajat Otonomi Fiskal tahun 2003

PAD
DOF = x 100 %

TPD

272.129.778.875, 53
= x 100 %

696.634.778.575, 34

= 39, 06 %

d. Derajat Otonomi Fiskal tahun 2004

PAD
DOF = x 100 %

TPD

347.404.225.165
= x 100 %

645.617.697.104

= 53, 80 %

e. Derajat Otonomi Fiskal tahun 2005

PAD
DOF = x 100 %

TPD

401.490.225.165
= x 100 %

699.157.355.406, 11

= 57, 42 %
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Berikut disajikan tabel hasil perhitungan DOF dengan melihat rasio

kontribusi PAD terhadap TPD di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel V.3
Rasio PAD terhadap TPD Propinsi DIY

Tahun 2001 –2005

PAD ( Rp ) TPD ( Rp ) DOF

2001 142.323.367.463, 21 416.895.925.865, 88 34, 13 %

2002 219.923.366.347, 71 526.204.956.149, 61 41, 79 %

2003 272.129.778.875, 53 696.634.778.575, 34 39,06 %

2004 347.404.225.165 645.617.697.104 53, 80 %

2005 401.490.388.085,11 699.157.355.406, 11 57,42 %

Sumber data : BPKD Prop DIY, data diolah penulis.

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa Derajat Otonomi Fiskal di

propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun 2001 sampai dengan

tahun 2005 mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi pada

tahun 2003 sebesar 7,66 % dari tahun 2002 yaitu dari 41,79 % menjadi

39,06 %. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan semakin

mampu membiayai kegiatan pembangunan daerah dengan menggunakan

penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat Derajat

Otonomi Fiskal pada tahun 2004 dan tahun 2005 yang terus mengalami

kenaikan. Hal tersebut dikarenakan selalu meningkatnya Pendapatan Asli

Daerah dari tahun ke tahun. Berdasarkan indikator pola hubungan dan

tingkat kemampuan daerah menurut Halim, propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta selama pelaksanaan otonomi daerah masih berada dalam
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kategori sedang atau pola hubungan partisipatif. Sehingga dapat dikatakan

bahwa propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendekati mampu dalam

melaksanakan otonomi daerah.

2. Derajat Otonomi Perpajakan

Derajat otonomi perpajakan digunakan untuk mengetahui tingkat

kemampuan sumber pendapatan daerah dari bagi hasil pajak dan bukan

pajak apakah dapat membiayai keuangan daerah. Apabila bagi hasil pajak

dan bukan pajak memliki proporsi yang besar terhadap total pendapatan

daerah maka dapat dikatakan mampu digunakan untuk membiayai

keuangan daerah. Begitu pula sebaliknya, apabila proporsi bagi hasil pajak

dan bukan pajak terhadap total pendapatan daerah kecil maka dikatakan

kurang mampu untuk membiayai keuangan daerah.

Untuk menentukan derajat otonomi perpajakan digunakan rumus sebagai

berikut :

BHP
DOP = x 100 %

TPD

Dimana :

DOP = Derajat Otonomi Perpajakan

BHP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

TPD = Total Penerimaan Daerah

a. Derajat Otonomi Perpajakan tahun 2001

BHP
DOP = x 100 %

TPD
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22.264.260.818, 97
= x 100 %

416.895.925.865, 88

= 5, 34 %

b. Derajat Otonomi Perpajakan tahun 2002

BHP
DOP = x 100 %

TPD

26.194.692.778, 47
= x 100 %

526.204.956.149, 61

= 4, 97 %

c. Derajat Otonomi Perpajakan tahun 2003

BHP
DOP = x 100 %

TPD

30.971.637.576
= x 100 %

696.634.778.575, 34

= 4, 44 %

d. Derajat Otonomi Perpajakan tahun 2004

BHP
DOP = x 100 %

TPD

35.219.471.939
= x 100 %

645.617.697.104

= 5, 45 %
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e. Derajat Otonomi Perpajakan tahun 2005

BHP
DOP = x 100 %

TPD

38.545.967.321
= x 100 %

699.157.355.406, 11

= 5, 51 %

Berikut disajikan tabel hasil perhitungan DOP dengan melihat rasio

kontribusi BHP terhadap TPD di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel V.4
Rasio BHP terhadap TPD Propinsi DIY

Tahun 2001 –2005

Tahun BHP ( Rp ) TPD ( Rp ) DOP

2001 22.264.260.818, 97 416.895.925.865, 88 5, 34 %

2002 26.194.692.778, 47 526.204.956.149, 61 4, 97 %

2003 30.971.637.576 696.634.778.575, 34 4, 44 %

2004 35.219.471.939 645.617.697.104 5, 45 %

2005 38.545.967.321 699.157.355.406, 11 5, 51 %

Sumber data : BPKD Prop DIY, diolah penulis.

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa derajat otonomi perpajakan

propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun 2001 sampai dengan

tahun 2005 mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi pada

tahun 2002 sebesar 0,37 % dari tahun 2001 yaitu dari 5,34 % menjadi 4,97

%. Dan pada tahun 2003 sebesar 0,53 % dari tahun 2002 yaitu dari 4,97 %

menjadi 4,44 %pada tahun 2003. Kenaikan terjadi pada tahun 2004 dan
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2005, pada tahun 2004 terjadi kenaikan sebesar 1,01% dari tahun 2003

yaitu dari 4,44 % menjadi 5,45 %. Dan pada tahun 2005 sebesar 0,06 %

dari tahun 2004 yaitu dari 5,45 % menjadi 5,51 %pada tahun 2005. Derajat

otonomi perpajakan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat

dikatakan masih sangat rendah sekali. Hal tersebut dikarenakan proporsi

bagi hasil pajak dan bukan pajak masih sangat kecil terhadap total

pendapatan daerah. Selain hal tersebut dapat dikarenakan sangat minimnya

potensi sumber daya alam yang dimiliki Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, karena sumber daya alam merupakan salah satu pos yang

dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah. Sehingga bagi hasil pajak

dan bukan pajak tidak dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah

untuk membiayai keuangan daerah.

3. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan

Derajat otonomi sumbangan dan bantuan digunakan untuk mengetahui

tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Apabila derajat otonomi sumbangan dan bantuan terhadap total

pendapatan daerah memiliki rasio yang cukup tinggi, maka dapat

dikatakan tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah

pusat sangat besar. Sedangkan apabila derajat otonomi sumbangan dan

bantuan terhadap total pendapatan daerah memiliki rasio yang rendah,

maka dapat dikatakan tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada

pemerintah pusat kecil.
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Untuk mengetahui derajat otonomi sumbangan dan bantuan digunakan

rumus sebagai berikut :

B
DOB = x 100 %

TPD

Dimana :

DOB = Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan

B = Subsidi atau Bantuan yang diterima Pemda

TPD = Total Penerimaan Daerah

a. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan tahun 2001

B
DOB = x 100 %

TPD

204.797.747.896
= x 100 %

416.895.925.865, 88

= 49, 12 %

b. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan tahun 2002

B
DOB = x 100 %

TPD

222.051.868.750
= x 100 %

526.204.956.149, 61

= 42, 19 %

c. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan tahun 2003

B
DOB = x 100 %

TPD
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234.397.958.000
= x 100 %

696.634.778.575, 34

= 33, 64 %

d. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan tahun 2004

B
DOB = x 100 %

TPD

262.994.000.000
= x 100 %

645.617.697.104

= 40, 73 %

e. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan tahun 2005

B
DOB = x 100 %

TPD

259.121.000.000
= x 100 %

699.157.355.406, 11

= 37, 06 %

Berikut disajikan tabel hasil perhitungan DOB dengan melihat rasio

kontribusi B terhadap TPD di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



54

Tabel V.5
Rasio B terhadap TPD Propinsi DIY

Tahun 2001 –2005

Tahun B ( Rp ) TPD ( Rp ) DOB

2001 204.797.747.896 416.895.925.865, 88 49, 12 %

2002 222.051.868.750 526.204.956.149, 61 42, 19 %

2003 234.397.958.000 696.634.778.575, 34 33, 64 %

2004 262.994.000.000 645.617.697.104 40, 73 %

2005 259.121.000.000 699.157.355.406, 11 37, 06 %

Sumber data : BPKD Prop DIY, diolah penulis.

Dari hasil analisis dan perhitungan dapat diketahui bahwa derajat otonomi

sumbangan dan bantuan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun 2001

sampai dengan tahun 2005 cenderung mengalami penurunan. Kenaikan hanya

terjadi pada tahun 2004 sebesar 7,09% dari tahun 2003 yaitu dari 33,64 %

menjadi 40,73 %. Derajat otonomi sumbangan dan bantuan di Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari

kecilnya proporsi perbandingan sumbangan dan bantuan terhadap total

pendapatan daerah. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat ketergantungan

pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin berkurang.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama

periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 selalu mengalami

peningkatan. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005

berkisar antara 16% sampai dengan 55%.

2. Tingkat Kemampuan Daerah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Derajat otonomi fiskal propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama

periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 :

1) Tahun 2001 Derajat Otonomi Fiskal 34,31 % dengan pola

hubungan konsultatif dan tingkat kemampuan daerah masih

rendah, sehingga dapat dikatakan sedikit mampu dalam

melaksanakan otonomi daerah.

2) Tahun 2002 Derajat Otonomi Fiskal 41,79 % dengan pola

hubungan konsultatif dan tingkat kemampuan daerah masih

rendah, sehingga dapat dikatakan sedikit mampu dalam

melaksanakan otonomi daerah.

3) Tahun 2003 Derajat Otonomi Fiskal 39,06 % dengan pola

hubungan konsultatif dan tingkat kemampuan daerah masih
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rendah, sehingga dapat dikatakan sedikit mampu dalam

melaksanakan otonomi daerah.

4) Tahun 2004 Derajat Otonomi Fiskal 53,80 % dengan pola

hubungan partisipatif dan tingkat kemampuan daerah sedang,

sehingga dapat dikatakan mendekati mampu dalam melaksanakan

otonomi daerah.

5) Tahun 2005 Derajat Otonomi Fiskal 57,42 % dengan pola

hubungan partisipatif dan tingkat kemampuan daerah sedang,

sehingga dapat dikatakan mendekati mampu dalam melaksanakan

otonomi daerah.

Derajat Otonomi Fiskal cenderung mengalami peningkatan.

Peningkatan tersebut dikarenakan semakin meningkatnya Pendapatan

Asli Daerah dari tahun ke tahun, sehingga dapat dikatakan Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta semakin mampu membiayai kebutuhan

daerahnya. Tingkat kemandirian propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

berada dalam kategori sedang atau pola hubungan partisipatif,

sehingga propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan

mendekati mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.

b. Derajat otonomi perpajakan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

selama periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 cenderung

mengalami peningkatan, namun dapat dikatakan bahwa derajat

otonomi perpajakan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih

sangat rendah sekali. Hal tersebut disebabkan karena minimnya
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sumber daya alam yang dimiliki oleh Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, sehingga dapat mengakibatkan kecilnya proporsi

perpajakan terhadap total pendapatan daerah dan peranan perpajakan

dalam keuangan daerah masih sangat rendah

c. Derajat otonomi sumbangan dan bantuan propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta selama periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2005

cenderung mengalami penurunan, sehingga dapat diketahui bahwa

tingkat ketergantungan pemerintah propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta semakin berkurang.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta yang penulis teliti hanya data tentang realisasi total pendapatan

daerah, sehingga tidak dapat mengetahui kebijakan Pemerintah Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menetapkan penghitungan serta dasar

pemungutan sumber pendapatan daerah dari tingkat kabupaten di Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Saran

Setelah melakukan penelitian pada pemerintah propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, maka penulis mencoba memberikan saran dan masukan. Semoga

saran dan masukan dari penulis dapat bermanfaat dalam menentukan

kebijakan keuangan dari pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
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1. Pendapatan Asli Daerah pada propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

perkembangannya selalu mengalami peningkatan. Namun melihat

kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta masih tergolong mendekati mampu untuk

melaksanakan otonomi daerah sehingga perlu ditingkatkan kinerja dari

pemerintah daerah dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah.

2. Pemerintah daerah harus dapat meminimalkan dana alokasi umum dan

dana penyeimbang bagi daerah, serta dapat mengalokasikan dana tersebut

secara tepat sehingga dapat berguna dalam peningkatan sumber

pendapatan daerah. Pemerintah juga harus dapat mengoptimalkan sumber

Pendapatan Asli Daerah guna melaksanakan pembangunan daerah.

Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun, maka

dapat digunakan untuk membantu membiayai keuangan daerah serta dapat

menekan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah

pusat.

3. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya dapat melihat sumber Pendapatan

asli Daerah dari masing-masing pos didalamnya, misalnya pajak daerah,

retribusi daerah secara khusus serta potensi lain yang dimiliki pemerintah

daerah, dan dapat lebih menyoroti kebijakan-kebijakan pemerintah daerah

dalam penghitungan dan dasar pemungutan sumber Pendapatan Asli

Daerah.
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah pembentukan daerah Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta?

2. Geografi:

a. Dimana letak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

b. Berapa luas wilayahnya?

3. Penduduk:

a. Berapa jumlah penduduk pada tahun 2005?

b. Bagaimana komposisi penduduknya?

c. Berapa kepadatan penduduknya?

d. Berapa angkatan kerja/ pencari kerja pada tahun 2005?

4. Kekayaan alam:

a. Bagaimana kondisi air yang ada?

b. Bahan tambang apa saja yang ada?

5. Ekonomi:

a. Bagaimana kegiatan ekspor dan impornya?

b. Komodiatas unggulan apa yang dimiliki?

c. Bagaimana sektor pertaniannya?

d. Industri apa saja yang ada?

6. Sosial Budaya:

a. Apa agama yang dipeluk oleh penduduknya?

b. Bagimana kebudayaannya?

c. Bagaimana tingkat pendidikan penduduknya?
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d. Bagimana tingkat kesehatan penduduknya?

7. Objek wisata yang dimiliki?

8. Pemerintahan:

a. Bagimana pemerintah yang ada?

b. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahaan dilakukan?

9. Kondisi Keuangan Daerah:

a. Bagaimana Realisasi Penerimaan Rutin Daerah?

b. Bagaiman kondisi keuangan daerah dilihat dari sisi penerimaan khususnya

PAD?

c. Bagimana perkembangan keuangan dari tahun ke tahun?

d. Bagaiman tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah atas bantuan

Pemerintah Pusat?
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